BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka simpulannya

adalah:

1. Pembelaan terdakwa dalam Perkara In Casu hanya melakukan tugas
selaku ahli K3 yang bertanggungjawab dalam memastikan tidak terjadinya
kecelakaan kerja selama proses pekerjaan dilaksanakan, serta menjaga
keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja pada Proyek Pekerjaan
Pembangunan Gedung Kebudayaan (Lanjutan). Dalam proses pemutusan
kontrak pekerjaan dijalankan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku di Indonesia, dan proses pengembalian
pinjaman uang muka yang diberikan kepada PT. TTP melalui PT. JKA
selaku penjamin kepada ke pemerintah daerah Sumatera barat, dengan
nilai sesuai perhitungan kerugian negara oleh BPK, serta Pencairan
Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Nagari senilai jaminan yaitu 5% dari nilai
kontrak pekerjaan. Sehingga menurut terdakwa tidak ada lagi hal yang
menjadi kewajiban PT.TTP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera barat
dalam hal ini dinas Binan Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
(BMCKTR) untuk dikembalikan atau masih adanya kerugian yang belum
dibayarkan oleh PT.TTP.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN

Pdg:
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Berdasarkan pada surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan barang bukti,
Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal tersebut baik dalam
dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair. Maka tidak terdapat
perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang dan
Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh
Dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Diharapakan kepada penyidik kepolisian maupun kejaksaan lebih cermat
dan teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ataupun
terdakwa.

2. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan bukti
haruslah benar dan mutlak sehingga tidak terjadinya putusan bebas
terhadap terdakwa.

3. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak
pidana korupsi dengan seadil-adilnya yang berlandaskan hukum.

4. Diharapkan Ketua Pengadilan Padang perlu melaporkan majelis hakim
yang memeriksa perkara yang diteliti ini kepada Komisi Yudisial
mengingat terjadi perbedaan yang signifikan antara putusan Hakim PN dan

MA.
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